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LAMPIRAN

A. Lampiran Instrumen Penelitian

1. Pedoman Wawancara Kepada Panitia Pengadaan Tanah

NO | PERTANYAAN

1 Bagaimana proses pelaksanaan pengadaan tanah proyek pembangunan
jalan tol yogyakarta bawen?

2 Apa saja permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksaan
pengadaan tanah proyek pembangunan jalan to yogyakarta bawen?

3 Sejak kapan proses pengadaan tanah untuk proyek ini dimulai, dan
bagaimana progresnya hingga saat ini?

4 Apa dampak perubahan peraturan yang ada seperti UU CK dan Perubahan
PP Penyelenggaraan Pengadaan Tanah terhadap pelaksanaan pengadaan
tanah proyek ini?

5 Apakah pelaksaan pengadaan telah sesuai dengan penetapan lokasi yang
dibutuhkan oleh instansi yang mengajukan pengadaan tanah?

6 Bagaimana proses sosialisasi dan hasil musyawarah penetapan ganti
kerugian pengadaan tanah?

7 Bagimana proses pemberian ganti kerugian terhadap subjek penerima hak
terdampak pengadaan tanah?

8 Apakah semua pihak yang menerima ganti kerugian puas terhadap nilai
ganti kerugian yang diberikan?
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2. Pedoman Wawancara Kepada KJPP Sih Wiryadi & Rekan

NO | PERTANYAAN

1 Apa saja peran dan tanggung jawab penilai publik dalma proses pengadaan
tanah untuk proyek jalan tol Yogyakarta-Bawen?

2 Apa saja peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum
pelaksanaan pengadaan tanah proyek jalan tol Yogyakarta-Bawen?

3 Apa saja faktor utama yang memengaruhi penilaian harga tanah dalam
proyek ini?

4 Apa kriteria penilai yang digunakan untuk menilai ganti kerugian
pengadaan tanah?

5 Bagaimana anda memastikan transparansi dalam proses penilaian harga
tanah?

6 Apa kendala utama yang muncul dalam proses penilaian publik pengadaan
tanah proyek jalan tol Yogyakarta-Bawen?

7 Bagaimana proses penilaian ganti kerugian objek tanah yang terkena
pengadaan tanah?

8 Apakah hasil inspeksi lapangan terdapat perbedaan dengan data nominatif
dan/atau peta bidang tanah?

9 Seberapa besar perbedaan antara harga pasar dengan harga yang ditetapkan
dalam proyek ini?

10 | Bagaimana proses musyawarah pemaparan hasil penilaian ganti kerugian
pengadaan tanah proyek jalan tol Yogyakarta-Bawen?

11 | Aoakah ada penolakan dari masyarakat saat proses dan hasil penilaian yang
dilakukan? Jika ada apa langkah yang ditempuh untuk mengatasi persoalan
tersebut?

12 | Apa harapan atau saran saudara terkait dengan proses pengadaan tanah
jalan tol Yogyakarta-Bawen? Saran dapat berupa dari segi peraturan atau
terkait teknis pelaksanaannya.
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3. Pedoman Wawancara Kepada Lurah Tirtoadi dan Kadus

Sanggrahan

NO | PERTANYAAN

1 Sejak kapan Anda mengetahui adanya proyek pembangunan jalan tol
yang melibatkan wilayah Kalurahan Tirtoadi ini?

2 Siapa saja yang terlibat dalam membantu proses pengadaan tanah di
Kalurahan Tirtoadi?

3 Berapa luas wilayah kalurahan Tirtoadi yang terdampak oleh proyek ini?

4 Apakah ada tanah Kalurahan Tirtoadi yang terdampak oleh proyek
pembangunan jalan tol ini? Jika ya, berapa luasnya dan apa status
hukumnya?

5 Bagaimana proses pembebasan tanah Kalurahan Tirtoadi dilakukan?
Apakah sudah ada ganti rugi atau kompensasi yang diberikan

6 Apakah ada fasilitas umum atau sosial (misalnya kantor Kalurahan
Tirtoadi, sekolah, tempat ibadah, pasar) yang terdampak oleh proyek ini?
Jika ya, bagaimana rencana penggantian atau relokasinya?

7 Bagaimana keterlibatan Kalurahan Tirtoadi dalam proses pengadaan
tanah untuk proyek ini?

8 Bagaimana proses musyawarah desa dilaksanakan terkait pengadaan
tanah proyek ini?

9 Bagaimana tanggapan warga terhadap besaran ganti rugi yang diberikan?
Apakah ada warga yang merasa keberatan atau mengajukan keberatan
secara resmi?
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10 Apakah ada warga yang mengalami kesulitan akibat proyek ini, misalnya
kehilangan mata pencaharian atau tempat tinggal? Jika ya, bagaimana

solusi yang diberikan?

11 Bagaimana pemerintah Kalurahan Tirtoadi membantu warga dalam

menghadapi dampak proyek ini?

12 Apa yang menurut Anda dapat diperbaiki dalam proses pengadaan tanah

untuk proyek jalan tol ini?

13 Adakah rekomendasi atau saran dalam menangani proyek serupa di masa

depan?

4. Pedoman Wawancara Kepada Warga Kalurahan Tirtoadi

IDENTITAS RESPONDEN

Nama:

Usia:

Pekerjaan:

Alamat:

Luas Tanah Yang Dimiliki:

Luas Tanah Terdampak Pengadaan Tanah:

Status Kepemilikan Tanah:

NO | PERTANYAAN

1 Sejak kapan Anda mengetahui bahwa tanah Anda akan terdampak oleh

proyek jalan tol?

2 Bagaimana Anda mendapatkan informasi mengenai proyek ini?

3 Apakah Anda memahami tujuan dari proyek jalan tol ini?

4 Apa pendapat Anda tentang proyek ini? (positif/negatif/netral)
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5 Apakah Anda mendapatkan sosialisasi dari pihak terkait mengenai
proyek ini? Jika ya, kapan dan bagaimana bentuk sosialisasinya?

6 Bagaimana proses penilaian tanah dilakukan? Apakah Anda merasa
proses tersebut adil dan transparan?

7 Bagaimana proses musyawarah penentuan ganti kerugian pengadaan
tanah berlangsung?

8 Bagaimana keterlibatan anda dalam proses musyarawah penentuan ganti
kerugian pengadaan tanah?

9 Apakah Anda sudah mendapatkan ganti rugi? Jika ya, apakah besaran
ganti rugi tersebut sesuai dengan harapan Anda?Jika tidak sesuai, apa
keberatan utama Anda terhadap nilai ganti rugi yang diberikan?

10 Apakah Anda mengalami tekanan atau intimidasi selama proses
pembebasan lahan? Jika ya, mohon jelaskan.

11 Apakah Anda telah menemukan tempat tinggal atau lahan pengganti?
Jika belum, apa kendala utama yang Anda hadapi?

12 Bagaimana kondisi sosial di lingkungan Anda sejak proyek ini dimulai?

13 Apa harapan Anda terhadap pemerintah atau pihak pengelola proyek
terkait dengan pembebasan lahan ini?

14 Apa yang menurut Anda bisa diperbaiki dalam proses pengadaan tanah

untuk proyek jalan tol ini?
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B. Lampiran Dokumentasi Penelitian

=

= | STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KALURAHAN TIRTOADI |
Dasar : Peraturan Kalurahan Tirtoadi Nomor 08 Tahun 2020
& Tata Kerja Tirtoadi

Tentang Susunan

Gambar 8 Wawancara Dengan Bapak Mardiharto Lurah Tirtoadi Tanggal 3
Maret 2025
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Gambar 9 Wawancara Dengan Ibu Vivi Kadus Sanggrahan Tanggal 5 Maret
2025

Gambar 10 Wawancara Dengan Warga Tirtoadi Bapak Mardiyanto Tanggal 5
Maret 2025
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%SRC

Toko Kelontong Masa Kini

Gambar 11 Wawancara Dengan Warga Tirtoadi Ibu Dewi Lestari Tanggal 5
Maret 2025

Gambar 12 Wawancara Dengan Warga Tirtoadi Bapak Riyanto Tanggal 5 Maret
2025
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Gambar 13 Wawancara Dengan KJPP Sih Wiryadi & Rekan Tanggal 14 Maret
2025



